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Puja dan puji syukur kepada Allah SWT yang telah
memberikan banyak nikmat, taufik, serta hidayah-Nya. Sehingga
para penulis dapat menyelesaikan buku ini dengan baik tanpa ada
kendala yang berarti.

Ilmu Negara merupakan ilmu pengetahuan yang
menyelidiki asas-asas pokok dan pengertian-pengertian pokok
tentang Negara. Buku Pengantar Ilmu Negara Dilengkapi dengan
Bentuk Negara dan Pemerintahan Klasik hingga Modern ini terdiri
atas 6 bab, yaitu:

Pendapat Ahli Tentang Negara dan Unsur Negara
Teori Asal Mula Negara dan Berkembangnya Negara
Teori Tujuan Negara

Macam-Macam Tipe-Tipe Negara di Dunia

Bentuk Negara dan Pemerintahan

AN

Konstitusi Negara Republik Indonesia

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa masih banyak
kekurangan dalam penyusunan buku ini, baik dari segi tata bahasa,
susunan kalimat, maupun isi. Oleh karena itu, dengan segala
kerendahan hati, penulis selaku penyusun, menerima segala kritik
dan juga saran yang membangun dari para pembaca demi
perbaikan di masa yang akan datang.

Demikian yang bisa penulis sampaikan, semoga buku ini
dapat bermanfaat dan menambah khazanah ilmu pengetahuan
serta memberikan manfaat nyata untuk masyarakat luas.
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BAB
PENDAPAT AHLI

TENTANG NEGARA DAN
UNSUR NEGARA

A. Istilah Negara
Istilah negara berasal dari istilah statum atau status sejak

104-43 SM. Cicero mengartikannya sebagai standing atau station
yang berarti kedudukan. Kata negara berasal dari bahasa
Sansekerta nagara atau nagari yang berarti kota. Pengertian
negara secara umum; negara adalah sekumpulan manusia yang
berada di wilayah tertentu yang memiliki pemerintahan yang
sah secara hukum dan memilki kedaulatan baik ke dalam
maupun ke luar.

Secara etimologi, istilah negara diadopsi dari beberapa
bahasa negara di dunia ini. Diantaranya adalah dari bahasa
Belanda "STAAT". Kata Staat itu diambil oleh orang-orang Eropa
dari bahasa Latin pada abad ke-15, yaitu dari kata status atau
statum yang berarti keadaan yang tetap dan tegak, atau sesuatu
yang bersifat tegak dan tetap. Timbulnya istilah negara saat
pertama kali kurang lebih bersaan dengan timbulnya istila Lo
Stato dari Niccolo Machiavelli dalam bukunya yang berjudul II
Principe. Pada waktu itu, istilah Lo Stato diartikan sebagai suatu
sistem tugas-tugas atau fungsi-fungsi publik dan alat-alat
perlengkapan yang teratur di dalam wilayah tertentu.

Begitu juga dengan sekarang ini istilah negara yang
dikenal sekarang ini merupakan istilah yang muncul pada
zaman Renaissance di Eropa, yaitu pada abad Pertengahan. Pada
masa itu mulai dipergunakan istilah Lo Stato yang berasal dari
bahasa Italia yang kemudian menjelma menjadi L “efat dalam



BAB TEORI ASAL MULA

NEGARA DAN
BERKEMBANGNYA
NEGARA

A. Teori Ketuhanan (Theokratis)

Dasar pemikiran teori ini adalah suatu kepercayaan
bahwa segala sesuatu yang ada atau terjadi di alam semesta ini
adalah semuanya kehendak Tuhan, demikian pula negara terjadi
karena kehendak Tuhan. Sisa-sisa perlambang teori theokratis
nampak dalam kalimat yang tercantum di berbagai Undang-
Undang Dasar negara, seperti : “Atas berkat rahmat Allah Yang
Maha Kuasa” atau “By the grace of God”. Penganut teori theokrasi
modern adalah Frederich Julius Stahl (1802-1861). Dalam
bukunya yang berjudul “Die Philosophie des recht”, ia menyatakan
bahwa negara secara berangsur-angsur tumbuh melalui proses
evolusi : Keluarga-Bangsa-Negara. Negara bukan tumbuh
disebabkan berkumpulnya kekuatan dari luar, melainkan
disebabkan perkembangan dari dalam. Ila tidak tumbuh
disebabkan kekuatan manusia, melainkan disebabkan kehendak
Tuhan. Dalam dunia modern seperti sekarang ini, teori
theokratis tidak dipratekkan lagi, sudah tertinggal jauh 3.
Beberapa pelopor teori theokratis yang lain.

%2 ] Gde Pantja Atawa. Memahami Ilmu Negara dan Teori Negara.
(Bandung: Refika Aditama, 2009), hal. 47
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BAB
TEORI TUJUAN

NEGARA

Setiap negara mempunyai tujuan tertentu. Tujuan negara
inilah yang menjadi pedoman bagaimana negara itu disusun serta
bagaimana kehidupan rakyatnya diatur. Dilain pihak, fungsi negara
penekanannya pada aspek dinamika negara dengan segala
aktivitas, peran yang dimainkan dalam mencapai tujuan negara.
Teori tujuan negara dapat digolongkan menurut jamannya, yaitu
A. Lord Shang (1600-1046 SM)

Lord Shang hidup pada abad ke-4. ia seorang Perdana
Menteri pemerintahan Tiongkok, berasal dari daerah Yang,
karena itu teorinya disebut juga “Teori Shang Yang”. Buku hasil
karyanya yang terkenal dalam bahasa Inggris dinamakan “ A
Clasical of the Chinese School of Law”. Pendapat-pendapat dari
Lord Shang itu dipaparkan oleh Denyvendak dalam bukunya
yang bernama “Book Lord of Shang”.

Menurut Lord Shang tujuan utama dari negara adalah
satu pemerintahan yang berkuasa penuh terhadap rakyat
dengan jalan melemahkan dan membodohkan rakyat. Teori ini
didasarkan atas pendapat bahwa menurut Lord Shang pada
setiap negara selalu terdapat dua subjek yang saling berhadapan
dan saling bertentangan, yaitu pemerintah dan rakyat, artinya
kalau rakyat yang kuat, kaya dan pintar, maka negara akan
lemah, sedangkan sebaliknya bila rakyat lemah, bodoh dan
miskin, negara akan kuat. la menyatakan bahwa dalam bahasa
asing “a week people means a strong state and a strong state means a
weak people. There fore a country, wich has the right way, a concerned
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BAB

MACAM-MACAM
TIPE-TIPE NEGARA DI
DUNIA

Dalam sejarah pertumbuhan ilmu negara, tipe-tipe pokok

negara dapat dibagi atas lima bagian yaitu®?:

> MmO nN = >

. Negara Timur Kuno/Purba

NegaraYunani Kuno

. Negara Romawi Kuno
. Negara Abad Pertengahan

Negara Hukum.

. Negara Timur Kuno/ Purba

Tipe negara timur purba ini bersifat tirani, monarkhi dan
teokratis, raja berkuasa penuh atas segala keputusan atau
aturan-aturan yang berlaku di kerajaannya tanpa adanya
pertentangan dari masyarakat, penguasa (raja) berbuat sesuai
kewenangannya, raja merangkap sebagai dewa oleh
masyarakat. Kekuasaan raja ini bersifat absolut (mutlak). Turun
temurun dan kepemimpinan raja sampai semur hidup. Menurut
Aristoteles sistem monarkhi dapat di bagi 3 yaitu ;

1. Monarkhi Mutlak (absolut): Seluruh kekuasaan dan
wewenang tidak terbatas (kekuasaan mutlak). Perintah raja
merupakan undang-undang yang harus dilaksanakan.
Kehendak raja adalah kehendak rakyat. Terkenal ucapan

6 Moh. Kusnardi, Bintan R Saragih, Ilmu Negara, Edisi Revisi,

(Jakarta, Gaya Media Pratama, 1988), hlm. 118.
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BAB
BENTUK NEGARA

DAN
PEMERINTAHAN

A. Bentuk Negara

Bentuk negara adalah pengelompokan negara
berdasarkan kedaulatan sebagai atribut yang esensial. Meskipun
dianggap sebagai suatu konsep yang dipertentangkan dan tidak
jelas bagi beberapa ahli politik, kedaulatan masih dianggap
penting dalam studi ilmu-ilmu sosial khususnya ilmu politik,
tata negara bahkan hubungan internasional®’. Francis W. Coker,
dalam Isjwara mengatakan bahwa konsep kedaulatan itu sendiri
sama penting sebagaimana konsep nilai dalam ilmu ekonomi.

Klasifikasi negara berdasarkan kedaulatan ini secara
khusus didasarkan pada kriteria distribusi kekuasaan secara
resmi antar bagian tingkatan pemerintahan dalam suatu negara.
Kriteria distribusi kekuasaan ini bersifat vertikal yaitu
pembagian kekuasaan dari tingkatan pemerintahan tertinggi
sampai ke tingkatan terendah, atau sebaliknya. Karena itu
pengklasifikasian  negara  berdasarkan kedaulatan ini
merupakan pengklasifikasian susunan atau struktur negara
dengan berbagai implikasinya dalam penyelenggaraan negara.
Sedemikian pentingnya struktur atau susunan negara ini
sehingga secara eksplisit dinyatakan di dalam konstitusi di
beberapa negara tertentu, termasuk di Indonesia?.

89 Fred Isjwara, Pengantar Ilmu Politik, (Bandung: Binacipta,1982),
hal. 106

9 Bakhri, Ilmu Negara: Dalam Pergumulan Filsafat, Sejarah dan Negara
Hukum,(Depok: Rajawali Pers,2019), hal. 241
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BAB
KONSTITUSI

NEGARA REPUBLIK
INDONESIA

A. Pengertian Konstitusi

Konstitusi (constitution) berbeda dengan Undang-Undang
Dasar (Grundgezets), dikarenakan suatu kekhilafan dalam
pandangan orang mengenai konstitusi pada negara-negara
modern sehingga pengertian konstitusi itu kemudian disamakan
dengan Undang-Undang Dasar. Kekhilafan ini disebabkan oleh
pengaruh faham kodifikasi yang menghendaki agar semua
peraturan hukum ditulis, demi mencapai kesatuan hukum,
kesederhanaan hukum dan kepastian hukum. Begitu besar
pengaruh faham kodifikasi, sehingga setiap peraturan hukum
karena penting itu harus ditulis, dan konstitusi yang ditulis itu
adalah Undang-Undang Dasar. Secara umum terdapat dua
macam konstitusi yaitu : 1) Konstitusi tertulis dan; 2) Konstitusi
tak tertulis.

B. Konstitusi Menurut Para Ahli
1. K. C Wheare

Konstitusi adalah keseluruhan sistem ketatanegaraan
suatu negara yang berupa kumpulan peraturan yang
membentuk dan mengatur/memerintah dalam
pemerintahan suatu negara.'? Pandangan ini memberikan
gmabaran bahwa konstitusi memiliki kedudukan tertinggi
dalam sebuah negara. Dengan pemikiran seperti itu timbul

120 Ni'matul Huda, Teori dan Hukum Konstitusi, (Jakarta: Raja
Grafindo, 1999),hal. 13
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